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Abstrak

Artikel ini menganalisis pendekatan penggunaan prinsip hukum Islam dalam penyelesaian
sengketa bisnis di Indonesia. Prinsip-prinsip hukum Islam, yang meliputi akad, adil, dan
muamalah, memiliki potensi untuk memberikan landasan yang kuat bagi penyelesaian
sengketa bisnis yang berkeadilan dan beretika. Melalui analisis praktik yang ada, artikel ini
menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam telah diterapkan dalam
penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dan dampaknya terhadap proses penyelesaian
sengketa. Kemudian meninjau prospek pengembangan penyelesaian masalah bisnis berbasis
prinsip hukum Islam di Indonesia. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor hukum, budaya,
dan ekonomi, penulis mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam
mendorong penerapan lebih lanjut prinsip hukum Islam dalam penyelesaian masalah bisnis.
Implikasi dari penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks hukum bisnis Indonesia
juga dianalisis, termasuk potensi kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum yang
inklusif dan berkeadilan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang
lebih dalam tentang bagaimana prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam penyelesaian
sengketa bisnis di Indonesia, serta potensi dampaknya terhadap efektivitas dan integritas
sistem hukum bisnis di negara ini.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Bisnis, Prinsip Hukum Islam, Analisis Praktik.
Abstract

This article analyzes the approach to using Islamic law principles in resolving business
disputes in Indonesia. The principles of Islamic law, which include contract, fairness, and
muamalah, have the potential to provide a strong foundation for fair and ethical business
dispute resolution. Through an analysis of existing practice, this article describes how the
principles of Islamic law have been applied in business dispute resolution in Indonesia and
their impact on the dispute resolution process. Then review the prospects for developing
business problem solving based on Islamic law principles in Indonesia. By considering legal,
cultural, and economic factors, the authors identify the opportunities and challenges faced in
encouraging the further application of Islamic legal principles in business problem solving.
The implications of applying Islamic legal principles in the context of Indonesian business
law are also analyzed, including their potential contribution to establishing an inclusive and
just legal system. Through this study, it is hoped that it will provide deeper insight into how
the principles of Islamic law can be applied in resolving business disputes in Indonesia, as
well as their potential impact on the effectiveness and integrity of the business law system in
this country.
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A. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan saling terkait, sengketa adalah hal
yang tak terhindarkan. Baik antara perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan
konsumen, atau perusahaan dengan pemerintah, sengketa dapat muncul dalam berbagai
bentuk dan konteks. Penyelesaian sengketa yang efektif dan adil bukan hanya kunci untuk
menjaga hubungan bisnis yang harmonis, tetapi juga esensial untuk stabilitas ekonomi dan
keadilan sosial. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Hukum
Islam memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang
hukum dan bisnis. Prinsip-prinsip Hukum Islam, seperti keadilan, transparansi, dan etika,
dapat menjadi panduan dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dalam beberapa kasus, Hukum
Islam telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional dan menjadi dasar dalam
penyelesaian sengketa melalui pengadilan syariah. Penyelesaian sengketa dalam bisnis adalah
proses yang kompleks dan sering kali memerlukan pendekatan yang fleksibel dan inklusif.
Menurut Rahardjo (2010), penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal sering kali
memakan waktu dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, alternatif seperti mediasi dan
arbitrase menjadi semakin populer, terutama dalam konteks bisnis (Sadigq & Rahman, 2015).

Di Indonesia penggunaan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis bukanlah
fenomena baru. Sebagai contoh, Pengadilan Agama di Indonesia telah menangani berbagai
kasus yang berkaitan dengan transaksi bisnis syariah (Rahman, 2017). Prinsip-prinsip Hukum
Islam seperti keadilan, transparansi, dan etika berperan penting dalam menyelesaikan
sengketa ini (Al-Zuhayli, 2003). Terdapat tantangan dan hambatan dalam penerapan Hukum
Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis tetap ada. Misalnya, kurangnya pemahaman
tentang prinsip-prinsip Hukum Islam dalam konteks bisnis modern dapat menyebabkan
kesulitan dalam penerapannya (Khan & Ahmed, 2016). Selain itu, koordinasi antara sistem
hukum nasional dan prinsip-prinsip Hukum Islam memerlukan perhatian khusus untuk
memastikan konsistensi dan efektivitas (Ismail, 2012).

Pentingnya penelitian ini juga didorong oleh pertumbuhan cepat industri syariah di
Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan investasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-
prinsip Hukum Islam (Bank Indonesia, 2020). Penyelesaian sengketa dalam konteks ini
memerlukan pendekatan yang memahami dan menghormati prinsip-prinsip syariah, serta
berkoordinasi dengan hukum dan regulasi nasional (Hamzah, 2018). Penyelesaian sengketa
dalam bisnis adalah proses yang kompleks dan sering kali memerlukan pendekatan yang
fleksibel dan inklusif. Menurut Rahardjo (2010), penyelesaian sengketa melalui jalur hukum
formal sering kali memakan waktu dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, alternatif seperti
mediasi dan arbitrase menjadi semakin populer, terutama dalam konteks bisnis (Sadiq &
Rahman, 2015).

Penggunaan Hukum Islam di Indonesia dalam penyelesaian sengketa bisnis bukanlah
fenomena baru. Sebagai contoh, Pengadilan Agama di Indonesia telah menangani berbagai
kasus yang berkaitan dengan transaksi bisnis syariah (Rahman, 2017). Prinsip-prinsip Hukum
Islam seperti keadilan, transparansi, dan etika berperan penting dalam menyelesaikan
sengketa ini (Al-Zuhayli, 2003). Tantangan dan hambatan dalam penerapan Hukum Islam
dalam penyelesaian sengketa bisnis tetap ada. Misalnya, kurangnya pemahaman tentang
prinsip-prinsip Hukum Islam dalam konteks bisnis modern dapat menyebabkan kesulitan
dalam penerapannya (Khan & Ahmed, 2016). Selain itu, koordinasi antara sistem hukum
nasional dan prinsip-prinsip Hukum Islam memerlukan perhatian khusus untuk memastikan
konsistensi dan efektivitas (Ismail, 2012).

Pentingnya penelitian ini juga didorong oleh pertumbuhan cepat industri syariah di
Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan investasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-
prinsip Hukum Islam (Bank Indonesia, 2020). Penyelesaian sengketa dalam konteks ini
memerlukan pendekatan yang memahami dan menghormati prinsip-prinsip syariah, serta
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berkoordinasi dengan hukum dan regulasi nasional (Hamzah, 2018). Artikel ini berusaha
untuk mengisi kekosongan dalam literatur dengan menyajikan analisis mendalam tentang
peran Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Melalui pendekatan
interdisipliner yang menggabungkan hukum, bisnis, dan etika, artikel ini berharap untuk
memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi bisnis, akademisi, dan pembuat kebijakan.
Saat ini penerapan Hukum Islam dalam konteks bisnis modern di Indonesia masih menjadi
area yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Bagaimana prinsip-prinsip ini diterjemahkan ke
dalam praktik nyata? Apakah ada tantangan atau hambatan dalam penerapannya? Dan
bagaimana Hukum Islam dapat berkontribusi terhadap penyelesaian sengketa bisnis yang
lebih inklusif dan berkelanjutan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip Hukum Islam dapat
diterapkan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Dalam era globalisasi dan
persaingan bisnis yang semakin ketat, penyelesaian sengketa yang efisien dan adil menjadi
vital. Prinsip-prinsip Hukum Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan etika,
menawarkan pendekatan yang berpotensi inovatif dan inklusif. Tujuan ini akan diwujudkan
melalui serangkaian langkah penelitian yang saling terkait. Pertama, penelitian akan
mengidentifikasi prinsip-prinsip Hukum Islam yang relevan yang dapat diterapkan dalam
penyelesaian sengketa bisnis, seperti konsep keadilan dan tanggung jawab bersama.
Selanjutnya, akan ada analisis tentang bagaimana prinsip-prinsip ini saat ini diterapkan dalam
praktik bisnis di Indonesia, termasuk dalam perbankan syariah dan arbitrase komersial.

Penelitian ini juga akan menilai tantangan dan hambatan dalam penerapan prinsip
Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis, termasuk isu-isu hukum, sosial, dan
ekonomi yang mungkin muncul. Berdasarkan analisis ini, penelitian akan mengembangkan
rekomendasi yang ditujukan untuk praktisi bisnis, pembuat kebijakan, dan komunitas
akademis tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dengan lebih efektif.
Penelitian ini akan menilai bagaimana temuan dari penelitian ini dapat relevan dan diterapkan
dalam konteks internasional, terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas batas.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan interdisipliner, penelitian ini berharap untuk
memberikan wawasan yang berharga dan kontribusi nyata terhadap pemahaman dan praktik
penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip
Hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menyediakan analisis mendalam tentang
bagaimana prinsip Hukum Islam dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa bisnis di
Indonesia. Pendekatan ini dimulai dengan tinjauan literatur yang ekstensif untuk memahami
teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan Hukum Islam dan penyelesaian
sengketa bisnis. Ini mencakup studi tentang prinsip-prinsip Hukum Islam, praktik
penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, dan aplikasi Hukum Islam dalam konteks bisnis
internasional. Metodologi penelitian ini akan mengandalkan dua pendekatan utama: tinjauan
literatur dan observasi. Tinjauan Literatur: Penelitian ini akan dimulai dengan tinjauan
literatur yang ekstensif dan sistematis. Ini akan mencakup analisis teori, konsep, dan
penelitian sebelumnya yang terkait dengan Hukum Islam dan penyelesaian sengketa bisnis.
Tinjauan ini akan membantu dalam memahami prinsip-prinsip Hukum Islam, praktik
penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, dan bagaimana prinsip-prinsip ini telah diterapkan
dalam konteks bisnis lainnya. Sumber-sumber yang akan ditinjau meliputi jurnal akademis,
buku, laporan pemerintah, dan dokumen hukum yang relevan. Observasi: Selain tinjauan
literatur, penelitian ini akan menggunakan metode observasi. Observasi ini dapat dilakukan
melalui studi kasus yang dipilih berdasarkan relevansi dan representasi dari berbagai sektor
bisnis dan situasi sengketa di Indonesia. Melalui pengamatan langsung atau studi dokumen,
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penelitian ini akan menggali pengalaman nyata dalam penerapan Hukum Islam dalam
penyelesaian sengketa bisnis. Observasi ini akan membantu dalam memahami bagaimana
teori dan prinsip Hukum Islam diterjemahkan ke dalam praktik nyata.

Kombinasi dari tinjauan literatur dan observasi akan menyediakan pandangan yang
komprehensif dan berlapis tentang topik penelitian. Pendekatan ini akan memungkinkan
penelitian untuk menggali kedalaman teoritis sambil juga memahami aplikasi praktis dari
prinsip-prinsip Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Data yang
dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif, dengan fokus pada interpretasi,
analisis, dan sintesis informasi untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang subjek
penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Prinsip Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Tinjauan literatur yang ekstensif menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Hukum Islam
memiliki potensi yang signifikan untuk memberikan kerangka kerja yang adil dan etis dalam
penyelesaian sengketa bisnis. Konsep-konsep seperti keadilan, transparansi, dan tanggung
jawab bersama tidak hanya mencerminkan nilai-nilai inti dalam Hukum Islam tetapi juga
sejalan dengan aspirasi global untuk penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan
berkelanjutan. Keadilan dalam Hukum Islam, salah satu prinsip utama dalam Hukum Islam
adalah keadilan. Dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis, ini berarti bahwa semua pihak
harus diperlakukan dengan cara yang sama dan adil. Keadilan dalam Hukum Islam mencakup
aspek-aspek seperti pemberian hak yang sama kepada semua pihak dalam sengketa,
pengakuan terhadap hak-hak individu, dan penegakan hukum tanpa diskriminasi. Ini sejalan
dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan dapat memberikan dasar yang kuat untuk
penyelesaian sengketa yang adil.

Transparansi dalam Proses Penyelesaian Sengketa, Transparansi adalah prinsip lain
yang ditekankan dalam Hukum Islam dan memiliki relevansi khusus dalam penyelesaian
sengketa bisnis. Ini berarti bahwa proses dan keputusan harus dilakukan dengan cara yang
terbuka dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Transparansi dalam proses
penyelesaian sengketa membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa semua
pihak memiliki akses yang sama ke informasi dan kesempatan untuk menyampaikan
pandangan mereka. Tanggung Jawab Bersama dan Kolaborasi, hukum Islam juga
menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dan kolaborasi dalam penyelesaian
sengketa. Ini mencakup ide bahwa semua pihak dalam sengketa memiliki tanggung jawab
bersama untuk mencari solusi yang adil dan etis. Prinsip ini mendorong pendekatan yang
lebih kolaboratif dan inklusif dalam penyelesaian sengketa, di mana semua pihak bekerja
bersama untuk mencapai resolusi yang dapat diterima.

Penerapan dalam Konteks Bisnis, dalam konteks bisnis prinsip-prinsip Hukum Islam
ini dapat diterapkan dalam berbagai cara, termasuk dalam perjanjian kontrak, negosiasi,
mediasi, dan arbitrase. Misalnya, dalam perjanjian kontrak, prinsip keadilan dan transparansi
dapat ditekankan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan setuju dengan syarat
dan ketentuan. Dalam mediasi dan arbitrase, prinsip tanggung jawab bersama dan kolaborasi
dapat membantu memfasilitasi dialog yang konstruktif dan mencapai solusi yang adil.
Relevansi Global dan Potensi Inovasi, prinsip-prinsip Hukum Islam ini tidak hanya relevan
dalam konteks Indonesia tetapi juga memiliki potensi global. Mereka sejalan dengan aspirasi
global untuk penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan
mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam praktik penyelesaian sengketa bisnis, ada
potensi untuk inovasi dan pengembangan pendekatan yang lebih responsif terhadap
kebutuhan dan nilai-nilai semua pihak yang terlibat.
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2. Praktik Nyata di Indonesia

Melalui observasi dan analisis kasus-kasus konkret di Indonesia, penelitian ini
menemukan bahwa ada upaya yang beragam dan dinamis untuk mengintegrasikan prinsip-
prinsip Hukum Islam ke dalam praktik hukum. Dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip ini
telah berhasil diterapkan, menciptakan solusi yang lebih adil dan inklusif. Namun, dalam
kasus lain, ada tantangan dan hambatan yang signifikan, termasuk kurangnya pemahaman
tentang Hukum Islam dan ketidaksesuaian dengan norma hukum sekuler. Integrasi dalam
Sistem Hukum, di Indonesia ada upaya yang berkelanjutan untuk mengintegrasikan prinsip-
prinsip Hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Ini terlihat dalam pengembangan
peraturan dan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Hukum Islam, seperti dalam
perbankan syariah dan kontrak komersial. Namun, integrasi ini sering kali kompleks dan
menantang, memerlukan koordinasi antara hukum syariah dan hukum sekuler. Penerapan
dalam Perbankan Syariah, salah satu area di mana prinsip-prinsip Hukum Islam telah berhasil
diterapkan adalah dalam perbankan syariah. Di Indonesia, perbankan syariah telah
berkembang pesat, dengan prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga) dan penekanan pada
transparansi dan tanggung jawab bersama. Ini menciptakan model bisnis yang lebih etis dan
inklusif, meskipun masih ada tantangan dalam penerapan dan pengawasan. Tantangan dalam
Pemahaman dan Pendidikan, salah satu hambatan utama dalam penerapan prinsip Hukum
Islam adalah kurangnya pemahaman dan pendidikan tentang Hukum Islam itu sendiri. Ini
mencakup tantangan dalam interpretasi hukum, pelatihan profesional, dan kesadaran publik.
Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan
konsisten tentang prinsip-prinsip Hukum Islam dan bagaimana mereka dapat diterapkan
dalam praktik hukum.

Konflik dengan Norma Hukum Sekuler, dalam beberapa kasus terdapat potensi
konflik antara prinsip Hukum Islam dan norma hukum sekuler. Misalnya, dalam kontrak
komersial, mungkin ada ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan hukum kontrak sekuler.
Mengatasi konflik ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan terkoordinasi, dengan
pertimbangan terhadap konteks hukum, sosial, dan ekonomi yang lebih luas. Peluang untuk
Inovasi dan Pengembangan, meskipun ada tantangan pada penelitian ini. Penelitian ini juga
menemukan peluang signifikan untuk inovasi dan pengembangan dalam penerapan prinsip
Hukum Islam. Ini mencakup potensi untuk mengembangkan metode penyelesaian sengketa
yang baru, pendekatan kontrak yang lebih inklusif, dan model bisnis yang lebih
berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, prinsip-prinsip Hukum Islam dapat
memberikan kontribusi yang berarti terhadap praktik hukum dan bisnis di Indonesia.

3. Tantangan dan Hambatan

Temuan ini menyoroti beberapa tantangan utama dalam penerapan Hukum Islam
dalam penyelesaian sengketa bisnis. Ini termasuk kurangnya keseragaman dalam interpretasi
prinsip Hukum Islam, kesulitan dalam koordinasi antara hukum syariah dan hukum sekuler,
dan potensi konflik dengan norma bisnis internasional. Temuan ini menunjukkan bahwa ada
kebutuhan untuk pendekatan yang lebih terkoordinasi dan reflektif dalam penerapan prinsip
Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis. Kurangnya Keseragaman dalam
Interpretasi: Salah satu tantangan utama dalam penerapan Hukum Islam adalah kurangnya
keseragaman dalam interpretasi prinsip-prinsipnya. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian
dan inkonsistensi dalam penerapan hukum, terutama dalam konteks yang kompleks seperti
penyelesaian sengketa bisnis. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan panduan
dan standar yang jelas untuk memastikan interpretasi yang konsisten dan adil dari prinsip
Hukum Islam.

Koordinasi antara Hukum Syariah dan Hukum Sekuler: Koordinasi antara hukum
syariah dan hukum sekuler adalah tantangan lain yang signifikan. Dalam sistem hukum yang
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pluralistik seperti di Indonesia, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa prinsip Hukum
Islam diterapkan dengan cara yang sejalan dengan hukum sekuler. Ini memerlukan dialog dan
kolaborasi antara berbagai lembaga hukum, serta pemahaman yang mendalam tentang
bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam praktik hukum yang berbeda.
Potensi Konflik dengan Norma Bisnis Internasional, penerapan prinsip Hukum Islam juga
dapat menimbulkan potensi konflik dengan norma bisnis internasional. Misalnya, dalam
perdagangan internasional, mungkin ada ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan peraturan
perdagangan internasional. Mengatasi konflik ini memerlukan pemahaman yang cermat
tentang konteks internasional dan fleksibilitas dalam penerapan prinsip Hukum Islam.

Keterbatasan dalam Kapasitas dan Sumber Daya, tantangan lain dalam penerapan
Hukum Islam adalah keterbatasan dalam kapasitas dan sumber daya. Ini mencakup tantangan
dalam pelatihan profesional, pengembangan kebijakan, dan penegakan hukum. Untuk
mengatasi tantangan ini, ada kebutuhan untuk investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan
pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Kebutuhan untuk Pendekatan yang Lebih
Terkoordinasi dan Reflektif, temuan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk
pendekatan yang lebih terkoordinasi dan reflektif dalam penerapan prinsip Hukum Islam
dalam penyelesaian sengketa bisnis. Ini mencakup kebutuhan untuk dialog antara berbagai
pemangku kepentingan, pengembangan panduan dan standar yang jelas, dan pendekatan yang
fleksibel dan responsif terhadap konteks hukum, sosial, dan ekonomi yang beragam.

4. Potensi dan Prospek

Meskipun ada tantangan, penelitian ini juga menemukan potensi yang signifikan
untuk pengembangan lebih lanjut dari prinsip Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa
bisnis. Ini mencakup peluang untuk inovasi dalam metode penyelesaian sengketa,
peningkatan keadilan dan inklusivitas, dan penerapan dalam konteks internasional. Temuan
ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, prinsip Hukum Islam dapat
memberikan kontribusi yang berarti terhadap penyelesaian sengketa bisnis, baik di Indonesia
maupun di luar negeri. Inovasi dalam Metode Penyelesaian Sengketa, prinsip-prinsip Hukum
Islam menawarkan peluang untuk inovasi dalam metode penyelesaian sengketa. Misalnya,
pendekatan yang berfokus pada mediasi dan rekonsiliasi, yang sejalan dengan prinsip Hukum
Islam, dapat menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk penyelesaian
sengketa tradisional. Ini dapat mencakup pengembangan model mediasi yang baru yang
menekankan dialog, empati, dan solusi win-win. Peningkatan Keadilan dan Inklusivitas,
prinsip-prinsip Hukum Islam seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama
dapat membantu meningkatkan keadilan dan inklusivitas dalam penyelesaian sengketa bisnis.
Misalnya, dengan menekankan partisipasi yang setara dan akses yang sama ke informasi,
prinsip-prinsip ini dapat membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki suara yang
setara dalam proses penyelesaian sengketa.

Penerapan dalam Konteks Internasional, prinsip-prinsip Hukum Islam juga memiliki
potensi untuk diterapkan dalam konteks internasional. Dalam era globalisasi, ada kebutuhan
untuk pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-
prinsip Hukum Islam dapat menawarkan kerangka kerja yang unik yang sejalan dengan
norma internasional dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks hukum dan budaya.
Integrasi dengan Praktik Bisnis Modern, ada juga potensi untuk mengintegrasikan prinsip-
prinsip Hukum Islam dengan praktik bisnis modern. Misalnya, prinsip-prinsip ini dapat
diterapkan dalam pengembangan produk dan layanan yang etis, manajemen risiko, dan tata
kelola perusahaan. Ini dapat membantu menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan
dan bertanggung jawab.

Pengembangan Kebijakan dan Regulasi, ini menunjukkan potensi untuk
pengembangan lebih lanjut dari kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan prinsip
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Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis. Ini mencakup kebutuhan untuk kerangka
hukum yang jelas, panduan, dan dukungan institusional untuk memastikan bahwa prinsip-
prinsip ini diterapkan dengan cara yang efektif dan konsisten. Kesimpulan dan Implikasi
Lebih Lanjut, Secara keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa prinsip Hukum Islam
menawarkan potensi yang signifikan untuk pengembangan lebih lanjut dalam penyelesaian
sengketa bisnis, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan pendekatan yang tepat,
prinsip-prinsip ini dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap penyelesaian sengketa
yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ini menawarkan peluang untuk inovasi,
pengembangan kebijakan, dan integrasi dengan praktik bisnis modern, dan menetapkan dasar
untuk penelitian dan praktek lebih lanjut dalam bidang ini.

Keadilan dalam Konteks Bisnis, prinsip keadilan dalam Hukum Islam mencakup
aspek-aspek seperti pemberian hak yang sama kepada semua pihak dalam sengketa,
pengakuan terhadap hak-hak individu, dan penegakan hukum tanpa diskriminasi. Dalam
konteks bisnis, ini berarti bahwa semua pihak harus diperlakukan dengan cara yang sama dan
adil, baik dalam perjanjian kontrak, negosiasi, maupun penyelesaian sengketa. Penelitian oleh
Neni Hardiati et al. (2021) mendukung temuan ini dengan menjelaskan berbagai model dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Transparansi dalam Proses
Penyelesaian Sengketa, transparansi adalah prinsip lain yang ditekankan dalam Hukum Islam
dan memiliki relevansi khusus dalam penyelesaian sengketa bisnis. Ini berarti bahwa proses
dan keputusan harus dilakukan dengan cara yang terbuka dan dapat dipahami oleh semua
pihak yang terlibat. Transparansi dalam proses penyelesaian sengketa membantu membangun
kepercayaan dan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama ke informasi.
Yongky Pieter Lahema & Imam Haryanto (2021) menunjukkan relevansi ini dalam analisis
mereka tentang penyelesaian sengketa bisnis dengan metode arbitrase online di Indonesia dan
Singapura.

Tanggung Jawab Bersama dan Kolaborasi, prinsip tanggung jawab bersama dalam
Hukum Islam menekankan pentingnya kolaborasi dalam penyelesaian sengketa. Ini
mencakup ide bahwa semua pihak dalam sengketa memiliki tanggung jawab bersama untuk
mencari solusi yang adil dan etis. Prinsip ini mendorong pendekatan yang lebih kolaboratif
dalam penyelesaian sengketa, di mana semua pihak bekerja bersama untuk mencapai resolusi
yang dapat diterima. N. Fauzi (2018) menggambarkan tentang penyelesaian sengketa
ekonomi syariah berbasis "sulh™ atau damai untuk mencapai keadilan, yang sejalan dengan
prinsip ini. Penerapan dalam Perbankan Syariah: Prinsip-prinsip Hukum Islam telah
menemukan aplikasi yang kuat dalam perbankan syariah di Indonesia. Dengan menekankan
transparansi, keadilan, dan tanggung jawab bersama, perbankan syariah menciptakan model
bisnis yang lebih etis dan inklusif. Ini sejalan dengan penelitian oleh Muhammad Azwar
(2019), yang menyoroti inovasi dalam penyelesaian sengketa online dalam konteks syariah.

Arbitrase Komersial dan Mediasi, dalam konteks arbitrase komersial dan mediasi,
prinsip-prinsip Hukum Islam dapat menawarkan pendekatan yang lebih berpusat pada
manusia dan berorientasi pada solusi. Ini mencakup penekanan pada dialog, empati, dan
solusi win-win, yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama
dalam Hukum Islam. Ini menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk
penyelesaian sengketa tradisional. Relevansi Global dan Konteks Internasional, prinsip-
prinsip Hukum Islam tidak hanya relevan dalam konteks nasional tetapi juga memiliki
potensi untuk diterapkan dalam konteks internasional. Dalam era globalisasi, ada kebutuhan
untuk pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-
prinsip Hukum Islam dapat menawarkan kerangka kerja yang unik yang sejalan dengan
norma internasional, seperti yang ditunjukkan dalam analisis oleh Yongky Pieter Lahema &
Imam Haryanto (2021).
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Tantangan dan Hambatan, meskipun ada potensi yang signifikan, juga perlu diakui
bahwa ada tantangan dan hambatan dalam penerapan prinsip Hukum Islam dalam
penyelesaian sengketa bisnis. Ini mencakup tantangan dalam interpretasi hukum, koordinasi
antara hukum syariah dan hukum sekuler, dan potensi konflik dengan norma bisnis
internasional. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan
terkoordinasi. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip Hukum Islam menawarkan kerangka kerja
yang berarti dan relevan untuk penyelesaian sengketa bisnis. Dengan pendekatan yang tepat,
prinsip-prinsip ini dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap penyelesaian sengketa
yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, realisasi potensi ini memerlukan
pemahaman yang mendalam, inovasi, dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan.

Ada upaya yang beragam dan dinamis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum
Islam ke dalam praktik hukum. Ini mencakup berbagai bidang, termasuk perbankan syariah,
mediasi, dan arbitrase. Misalnya, dalam perbankan syariah, prinsip-prinsip seperti keadilan
dan transparansi telah menjadi dasar untuk produk dan layanan yang lebih etis. Penelitian
oleh Muhammad Azwar (2019) menyoroti inovasi dalam penyelesaian sengketa online dalam
konteks syariah, yang menunjukkan integrasi prinsip-prinsip ini dalam praktik nyata. Ada
beberapa contoh di mana prinsip-prinsip Hukum Islam telah berhasil diterapkan dalam
penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Ini mencakup penggunaan mediasi berbasis
Hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa komersial dan penggunaan arbitrase syariah
dalam sengketa perbankan. Neni Hardiati et al. (2021) menjelaskan berbagai model dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang mencerminkan kasus-kasus sukses ini.

Tantangan dan Hambatan, meskipun ada kasus-kasus sukses, juga ada tantangan dan
hambatan yang signifikan dalam penerapan prinsip Hukum Islam dalam praktik hukum di
Indonesia. Ini mencakup kurangnya pemahaman tentang Hukum Islam, ketidaksesuaian
dengan norma hukum sekuler, dan tantangan dalam interpretasi dan penerapan hukum.
Lahema & Haryanto (2021) menunjukkan relevansi ini dalam analisis mereka tentang
penyelesaian sengketa bisnis dengan metode arbitrase online di Indonesia dan Singapura.
Kurangnya Pemahaman tentang Hukum Islam, Salah satu tantangan utama adalah kurangnya
pemahaman tentang Hukum Islam di kalangan praktisi hukum dan bisnis. Ini dapat
menyebabkan kesalahpahaman dan hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip ini dalam
praktik nyata. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik dalam Hukum Islam dapat membantu
mengatasi tantangan ini.

Praktik nyata di Indonesia menunjukkan potensi yang signifikan untuk
mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Islam ke dalam praktik hukum. Ada kasus-kasus
sukses yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat menciptakan solusi yang lebih
adil dan inklusif. Namun, ada juga tantangan dan hambatan yang signifikan, termasuk
kurangnya pemahaman tentang Hukum lIslam dan ketidaksesuaian dengan norma hukum
sekuler. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang terkoordinasi, termasuk
pendidikan, pelatihan, dan dukungan institusional. Solusi yang Lebih Adil dan Inklusif: Salah
satu temuan penting adalah bagaimana prinsip-prinsip Hukum Islam dapat menciptakan
solusi yang lebih adil dan inklusif dalam penyelesaian sengketa bisnis. Ini mencerminkan
pendekatan yang lebih berpusat pada manusia dan berorientasi pada solusi, yang mencakup
dialog, empati, dan solusi win-win. N. Fauzi (2018) menggambarkan tentang penyelesaian
sengketa ekonomi syariah berbasis "sulh” atau damai untuk mencapai keadilan, yang sejalan
dengan temuan ini. Ketidaksesuaian dengan Norma Hukum Sekuler, salah satu tantangan
dalam penerapan prinsip Hukum Islam adalah ketidaksesuaian dengan norma hukum sekuler.
Ini mencakup perbedaan dalam interpretasi hukum, prosedur, dan praktik. Mengatasi
tantangan ini memerlukan dialog dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan,
termasuk praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan. Pendidikan dan Pelatihan
dalam Hukum Islam, kurangnya pemahaman tentang Hukum Islam dapat diatasi melalui
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pendidikan dan pelatihan yang lebih baik. Ini mencakup pengembangan kurikulum, pelatihan
praktisi hukum, dan pendidikan masyarakat tentang prinsip-prinsip dan praktik Hukum Islam.
Pendidikan dan pelatihan ini dapat membantu membangun kapasitas dan pemahaman yang
diperlukan untuk penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik nyata.

Dukungan Institusional dan Kebijakan, dukungan institusional dan kebijakan adalah
faktor kunci dalam penerapan prinsip Hukum Islam dalam praktik hukum. Ini mencakup
pengembangan regulasi, pedoman, dan dukungan dari lembaga pemerintah dan non-
pemerintah. Dukungan ini dapat membantu memfasilitasi integrasi prinsip-prinsip Hukum
Islam ke dalam praktik hukum dan mengatasi tantangan dan hambatan yang ada. Praktik
nyata di Indonesia menunjukkan potensi yang signifikan dan tantangan yang kompleks dalam
mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Islam ke dalam praktik hukum. Ada contoh sukses
yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat menciptakan solusi yang lebih adil
dan inklusif. Namun, ada juga tantangan yang signifikan, termasuk kurangnya pemahaman
tentang Hukum Islam, ketidaksesuaian dengan norma hukum sekuler, dan kebutuhan untuk
pendidikan, pelatihan, dan dukungan institusional. Mengatasi tantangan ini memerlukan
pendekatan yang terkoordinasi dan kolaboratif.

Kurangnya Keseragaman dalam Interpretasi Prinsip Hukum Islam, salah satu
tantangan utama dalam penerapan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah
variasi dalam interpretasi prinsip-prinsipnya. Hukum Islam, seperti banyak tradisi hukum
lainnya, memiliki berbagai mazhab dan interpretasi. Dalam konteks bisnis, hal ini dapat
menyebabkan ketidakpastian dan ambiguitas. Misalnya, apa yang dianggap sebagai praktik
bisnis yang adil menurut satu interpretasi mungkin tidak sesuai dengan interpretasi lain. Neni
Hardiati et al. (2021) menyoroti variasi ini dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi
syariah di Indonesia. Koordinasi antara Hukum Syariah dan Hukum Sekuler, tantangan lain
adalah koordinasi antara hukum syariah dan hukum sekuler. Di banyak negara, termasuk
Indonesia, ada sistem hukum ganda di mana hukum syariah berjalan sejajar dengan hukum
sekuler. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik. Misalnya, dalam
kasus sengketa bisnis yang melibatkan pihak yang berbeda mazhab atau agama, mungkin ada
ketidakjelasan tentang hukum mana yang harus diterapkan. Lahema & Haryanto (2021)
menunjukkan tantangan ini dalam analisis mereka tentang penyelesaian sengketa bisnis
dengan metode arbitrase online di Indonesia dan Singapura.

Potensi Konflik dengan Norma Bisnis Internasional, dalam era globalisasi, bisnis
sering kali bersifat lintas batas dan tunduk pada norma internasional. Ada potensi konflik
antara prinsip Hukum Islam dan norma bisnis internasional. Misalnya, dalam hal kontrak atau
perjanjian internasional, mungkin ada ketentuan yang bertentangan dengan prinsip Hukum
Islam. Mengatasi konflik ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kedua sistem
hukum dan kemampuan untuk menegosiasikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Kebutuhan untuk Pendekatan yang Lebih Terkoordinasi, temuan menunjukkan kebutuhan
untuk pendekatan yang lebih terkoordinasi dalam penerapan prinsip Hukum Islam dalam
penyelesaian sengketa bisnis. Ini mencakup koordinasi antara berbagai pemangku
kepentingan, termasuk praktisi hukum, akademisi, pembuat kebijakan, dan komunitas bisnis.
Pendekatan yang terkoordinasi dapat membantu mengatasi tantangan dan hambatan yang ada
dan memastikan bahwa prinsip Hukum Islam diterapkan dengan cara yang konsisten dan
efektif. Temuan ini menyoroti beberapa tantangan utama dalam penerapan Hukum Islam
dalam penyelesaian sengketa bisnis. Namun, dengan pendekatan yang tepat, tantangan ini
dapat diatasi. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam, kerja sama antara berbagai
pemangku kepentingan, dan pendekatan yang lebih reflektif dan terkoordinasi. Pendidikan
dan Pelatihan Sebagai Solusi, salah satu cara untuk mengatasi tantangan dalam penerapan
Hukum Islam adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Ini mencakup pengembangan
kurikulum yang mencakup prinsip-prinsip Hukum Islam, pelatihan praktisi hukum dalam
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interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip ini, dan pendidikan masyarakat tentang relevansi
dan penerapan Hukum Islam dalam konteks bisnis. Pendidikan dan pelatihan ini dapat
membantu membangun kapasitas dan pemahaman yang diperlukan untuk penerapan efektif
prinsip-prinsip ini.

Dukungan regulasi dan kebijakan adalah faktor kunci dalam penerapan efektif prinsip
Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis. Ini mencakup pengembangan regulasi
yang mendukung penerapan prinsip-prinsip ini, pedoman untuk praktisi hukum, dan
dukungan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Dukungan ini dapat membantu
memfasilitasi integrasi prinsip-prinsip Hukum Islam ke dalam praktik hukum dan mengatasi
tantangan dan hambatan yang ada. Dalam konteks global, ada peluang untuk kolaborasi
internasional dalam penerapan prinsip Hukum Islam. Ini mencakup kerja sama antara negara-
negara dengan tradisi Hukum Islam yang kuat dan negara-negara dengan sistem hukum
sekuler. Kolaborasi ini dapat membantu mengatasi potensi konflik dengan norma bisnis
internasional dan menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk
penyelesaian sengketa bisnis.

Salah satu area di mana prinsip Hukum Islam dapat memiliki dampak signifikan
adalah dalam pengembangan metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Prinsip-prinsip
seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase yang sejalan dengan Hukum Islam dapat
menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada manusia untuk penyelesaian
sengketa. Ini dapat mencakup penggunaan mediasi berbasis Hukum Islam atau arbitrase
syariah, yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Tantangan dalam
penerapan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah kompleks dan multifaset.
Namun, dengan pendekatan yang tepat, tantangan ini dapat diatasi. Ini memerlukan
pendidikan, pelatihan, dukungan regulasi, kolaborasi internasional, dan inovasi dalam metode
penyelesaian sengketa. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan reflektif, prinsip Hukum
Islam dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap penyelesaian sengketa bisnis yang
lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip Hukum Islam menawarkan peluang untuk inovasi dalam metode
penyelesaian sengketa. Ini mencakup penggunaan mediasi berbasis Hukum Islam, arbitrase
syariah, dan pendekatan lain yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan
tanggung jawab bersama. Misalnya, Fauzi (2018) menyoroti penggunaan "sulh" atau damai
dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang mencerminkan inovasi ini. Prinsip-
prinsip Hukum Islam dapat berkontribusi pada peningkatan keadilan dan inklusivitas dalam
penyelesaian sengketa bisnis. Ini mencakup pendekatan yang lebih berpusat pada manusia,
yang mencakup dialog, empati, dan solusi win-win. Ini sejalan dengan aspirasi global untuk
penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dan mencerminkan nilai-nilai
inti dalam Hukum Islam. Meskipun penelitian ini berfokus pada Indonesia, temuan
menunjukkan bahwa prinsip-prinsip  Hukum Islam memiliki relevansi dalam konteks
internasional. Ini mencakup potensi untuk penerapan dalam penyelesaian sengketa lintas
batas dan dalam konteks hukum internasional. Misalnya, prinsip-prinsip Hukum Islam dapat
diterapkan dalam arbitrase internasional atau dalam mediasi yang melibatkan pihak dari
berbagai negara dan budaya.

Untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan kolaborasi dan kerja sama antara berbagai
pemangku kepentingan. Ini mencakup praktisi hukum, akademisi, pembuat kebijakan, dan
komunitas bisnis. Kolaborasi ini dapat membantu mengatasi tantangan dan hambatan yang
ada dan memastikan bahwa prinsip Hukum Islam diterapkan dengan cara yang konsisten dan
efektif. Meskipun ada tantangan, penelitian ini menemukan potensi yang signifikan untuk
pengembangan lebih lanjut dari prinsip Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis. Ini
mencakup peluang untuk inovasi, peningkatan keadilan dan inklusivitas, dan penerapan
dalam konteks internasional. Dengan pendekatan yang tepat, prinsip Hukum Islam dapat
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memberikan kontribusi yang berarti terhadap penyelesaian sengketa bisnis, baik di Indonesia
maupun di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa Hukum Islam bukan hanya relevan dalam
konteks lokal tetapi juga memiliki potensi untuk berkontribusi pada praktik hukum global.

Studi oleh Djawas & Samad (2020) menggambarkan bagaimana penyelesaian
sengketa melalui adat dan keamanan keluarga dalam masyarakat Aceh sesuai dengan Hukum
Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada berbagai pola penyelesaian konflik keluarga
melalui mekanisme adat yang tidak melalui jalur hukum formal. Hal ini menunjukkan potensi
untuk inovasi dalam metode penyelesaian sengketa yang mencerminkan prinsip-prinsip
Hukum Islam. Nurhayati et al. (2022) menyoroti peluang dan tantangan dalam penyelesaian
sengketa bisnis fintech melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di
Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa LAPS menawarkan solusi yang lebih efektif
dan efisien dalam penyelesaian sengketa bisnis, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum
Islam. Noor et al. (2021) menekankan pentingnya regulasi dan perlindungan konsumen dalam
fintech syariah.

Penelitian ini menemukan bahwa konsumen fintech syariah memiliki risiko tinggi,
seperti gagal bayar, kepatuhan syariah, dan implementasi penyelesaian sengketa. Hal ini
menunjukkan kebutuhan untuk regulasi yang lebih kuat dan perlindungan konsumen yang
mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Islam. Penyelesaian Sengketa dalam Asuransi Syariah
menurut Hayati & Mujib (2022) membahas bagaimana menyelesaikan sengketa atas kontrak
mudarabah musytarakah dalam asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan
bahwa ada berbagai alternatif dalam penyelesaian sengketa, termasuk litigasi dan non-litigasi.
Hal ini mencerminkan potensi untuk pengembangan lebih lanjut dari prinsip Hukum Islam
dalam penyelesaian sengketa bisnis. Analisis ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Hukum
Islam memiliki potensi yang signifikan untuk pengembangan lebih lanjut dalam penyelesaian
sengketa bisnis. Ini mencakup peluang untuk inovasi, peningkatan keadilan dan inklusivitas,
dan penerapan dalam konteks nasional dan internasional. Referensi dari jurnal ilmiah ini
memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan
dalam berbagai konteks, termasuk penyelesaian sengketa adat, fintech, dan asuransi syariah.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menggali dan menganalisis peran prinsip-prinsip Hukum Islam
dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Melalui tinjauan literatur yang ekstensif,
observasi, dan analisis kasus-kasus konkret, penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip
Hukum Islam seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama memiliki relevansi
yang signifikan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Praktik nyata di Indonesia menunjukkan
upaya yang beragam dan dinamis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam
praktik hukum. Dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip ini telah berhasil diterapkan,
menciptakan solusi yang lebih adil dan inklusif. Namun, ada juga tantangan dan hambatan
yang signifikan, termasuk kurangnya pemahaman tentang Hukum Islam dan ketidaksesuaian
dengan norma hukum sekuler. Meskipun ada tantangan yg harus dihadapi penelitian ini juga
menemukan potensi yang signifikan untuk pengembangan lebih lanjut dari prinsip Hukum
Islam dalam penyelesaian sengketa bisnis. Ini mencakup peluang untuk inovasi dalam metode
penyelesaian sengketa, peningkatan keadilan dan inklusivitas, dan penerapan dalam konteks
internasional.

Referensi dari jurnal ilmiah yang relevan, seperti studi tentang penyelesaian sengketa
adat di Aceh, tantangan dan peluang dalam penyelesaian sengketa fintech, dan penyelesaian
sengketa dalam asuransi syariah, memberikan wawasan tambahan dan mendukung temuan
ini. Prinsip Hukum Islam menawarkan kerangka kerja yang adil dan etis dalam penyelesaian
sengketa bisnis. Dengan pendekatan yang tepat, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan
perhatian terhadap tantangan dan hambatan yang ada, prinsip-prinsip ini dapat memberikan
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kontribusi yang berarti terhadap penyelesaian sengketa bisnis, baik di Indonesia maupun di
luar negeri. Penelitian ini menambahkan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip
Hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks modern dan global, dan menawarkan panduan
untuk praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan komunitas bisnis dalam menerapkan prinsip-
prinsip ini dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.
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